PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
& SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jin. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 2561

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:  332.1/12.4/Kpts/POL.PP & PK-PS/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja
dan ukuran kinerja keberhasilan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana
Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun  2021-2026, dengan
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-
2026;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun
2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas
jabatan structural Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar
Lampiran keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan;

4. Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan.;



KETIGA o Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur
dalam penilaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT - Keputusan Kepala Satuan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan .

Ditetapkan di  : Painan
Pada Tanggal @ 31 Januari 2023
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATPOL PPDAMKAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 332.1/12a/KPTS/POL.PP & PK-PS/2023
TANGGAL 31 Januari 2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021-2026
PEJABAT : ESSELON 11
| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
. s 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
3T, 10 11 12 13 14 15 16
f Nilai RB Satpol PP 67 68
Terwujudnya Damkar 65 (B] | 66 {B) (B) (B)
Pemerintahan vang L
| Abuntatel dan Nilai AKIP Satpol PP A A A A
' Berkinerja Damkar
I Meningkatnya Cakupan penegakan o 0 o o
Partisipasi Masyarakat | Perda dan Perkada Tooke: | 100 | 100% | 100
dalam Pembangunan Cakupan rasio Peugas o 0 D
dan menjaga {inrmas 100% | 100% | 100% | 100%
Lingkungan secara Cakupan Pelayanan
mandiri Penyelamatan dan o o 0 0
Evakuasi Korban 100% | 100% | 100% | 100%
Kebakaran
' Meningkatnya Kualitas | Nilai Kematangan Inovasi
| Inovasi Daerah Satpol PP dan Damkar 100 10 100 200 100 109
PEJABAT : ESSELON III
‘ INDIKATOR TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
[ SASRRAN KINERJA UTAMA
! 2021 2022 | 2023 2024 2025 2026
1 1. Menurunnya 1. Persentase - - 0,79 0,85 0,89 0,91
Gangguan Pelanggaran
Trantibum Perda dan
Perkada yang
tertangani
| 2. Meningkatnya 1. Persentase - - 40,00 45,00 50,00 50,00
kejadian Waktu Tanggap
Kebakaran yang (Response Time)
tertangani sesuai penanganan
Waktu Tanggap kebakaran
(Response Time)
Penanganan
Kebakaran
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